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PERATURAN MENTERI KOORDINATOR 

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN 

KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keterbukaan informasi dan 

mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan informasi 

publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan, diperlukan adanya pengaturan 

tentang penyelenggaraan pelayanan informasi publik di 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan 

Keamanan; 

b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar 

Layanan Informasi di Kementerian Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Peraturan Menteri 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
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Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Klasifikasi 

Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan tidak sesuai dengan kebutuhan 

organisasi, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 

5149); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5357); 

3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 83); 

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, 

HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN 

KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini, yang dimaksud 

dengan: 

1. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, 

yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, 

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau 

organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar 

negeri. 

2. Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, 

yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, 

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

3. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan yang selanjutnya disebut dengan Kemenko 

Polhukam adalah Badan Publik Negara sesuai Peraturan 

Menteri Koordinator ini. 

4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan 

tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, 

baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat 

dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam 

berbagai kemasan dan format sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

secara elektronik atau non elektronik. 

5. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh 

Kemenko Polhukam yang berkaitan dengan 
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penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau 

penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik 

lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang 

Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang 

berkaitan dengan kepentingan publik. 

6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, 

selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang 

bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan 

Informasi di Kemenko Polhukam dan bertanggung jawab 

langsung kepada Atasan PPID. 

7. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan 

langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan 

dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan. 

8. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang 

selanjutnya disingkat PLID adalah tim yang 

melaksanakan pengelolaan layanan informasi dan 

dokumentasi di Kemenko Polhukam. 

9. Informasi Publik yang dikecualikan adalah informasi 

yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang 

Keterbukaan Informasi Publik.  

10. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan 

informasi sebagai informasi yang dikecualikan 

berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

11. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh 

Kemenko Polhukam kepada masyarakat pemohon 

dan/atau pengguna Informasi. 

12. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang 

menggunakan informasi publik sebagaimana yang 

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

13. Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara 

Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang 

mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan 
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Informasi Publik. 

14. Menteri Koordinator adalah Menteri yang mempunyai 

tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan 

pengendalian urusan kementerian dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, 

dan keamanan. 

15. Sekretaris Kementerian Koordinator adalah Sekretaris 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Menteri Koordinator meliputi: 

a. jenis Informasi Publik; 

b. PLID;  

c. pengelolaan Informasi Publik; dan 

d. pelaporan penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik di 

Kemenko Polhukam. 

 

BAB III 

JENIS INFORMASI PUBLIK 

 

Pasal 3 

Jenis Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a terdiri atas:  

a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan; 

dan 

b. Informasi Publik yang dikecualikan. 

 

Pasal 4 

(1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri 

atas: 

a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala; 
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